Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 1 No. 2 Desember 2024

E-Government Quality Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) Di
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Raja Melindawati Putri' Eko Handrian?

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, J1. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
rajamelindawatiputri@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Received : July 31, 2024;
Accepted : 20 August 2024

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the quality of applications provided by the
Population and Civil Registration Service towards public satisfaction. This type of research uses a descriptive
survey with quantitative research methods, by distributing questionnaires, interviews, observations and
documentation. In this study, the researcher used the theory of e-government quality which contains six
dimensions of indicator assessment, namely ease of use, trust, functionality of the interaction environment,
reliability, content and appearance, and public support. The results of the study showed that overall the e-
government quality of the Layanan Tunggu (Lagu) application at the Population and Civil Registration Service
of Pekanbaru City was categorized as good. This is because the community using the Layanan Tunggu (LAGU)
application is satisfied with the application services provided through the application. However, this application
does not yet have an FAQ page, it still often errors in its use and the system capabilities of the Layanan Tunggqu
(LAGU) application are not yet available on all mobile devices, only available on Android devices and not yet
available on iOS. Therefore, it is still necessary to develop the features needed for application users.
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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kualitas aplikasi yang disediakan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap kepuasan masyarakat. Tipe penelitian ini
menggukan survey deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif, dengan penyebaran kuesioner,
wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori e-government
quality yang terdapat enam dimensi penilaian indikator, yaitu kemudahan dalam penggunaan,
kepercayaan, fungsionalitas lingkungan interaksi, keandalan, konten dan tampilan, serta dukungan
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan e-government quality aplikasi
Layanan Tunggu (Lagu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikategorikan
baik. Hal tersebut karena masyarakat pengguna aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) merasa puas
terhadap layanan permohonan yang diberikan melalui aplikasi. Namun didalam aplikasi ini belum
tersedia halaman FAQ, masih sering error dalam penggunaanya serta kemampuan sistem aplikasi
Layanan Tunggu (LAGU) ini belum tersedia diseluruh perangkat handphone, hanya tersedia di
perangkat android dan belum tersedia di ios. Oleh karena masih diperlukan pengembangan terhadap
fitur-fitur yang dibutuhkan untuk para pengguna aplikasi.

Kata Kunci : E-Government Quality, Aplikasi Layanan Tunggu, KTP-El
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Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi dalam ruang lingkup pemerintahan sangat penting sebagai
sarana penyampaian informasi terkait kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat membutuhkan media pengaduan dan penyampaian
aspirasi yang dapat diakses dengan mudah tanpa batasan waktu dan tempat. Upaya
pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, internet dan kebutuhan
masyarakat ialah dengan menerapkan pelaksanaan E-Government dalam setiap pelaksanaan
fungsi jajaran pemerintahan.

Pelaksanaan E-Government sendiri merupakan salah satu wujud dari Good
Government. Adanya E-Government, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi
lebih dekat dan lebih terbuka, kemampuan pemerintah meningkat terutama dalam
menghemat penggunaan sumber daya dan sektor-sektor pemerintah menjadi lebih efisien dan
meningkat kinerjanya sehingga menghemat anggaran negara. Salah satu keuntungan yang
didapat dari penggunaan E-Government adalah efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas
yang lebih baik dari pelayanan publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan E-
Government, kualitas pelayanan pemerintah meningkat, partisipasi warga dalam aktivitas
publik juga meningkat, kepercayaan masyarakat pada pemerintah meningkat, dan birokrasi
pemerintah bisa lebih akuntabel, serta transparan.

Melalui perubahan inovatif dalam penerapan kebijakan dan program untuk
meningkatkan efisiensi administrasi, lembaga pemerintah dapat memberikan layanan tidak
hanya melalui sistem tradisional tetapi juga melalui sistem elektronik (e-service quality).
Pengembangan layanan elektronik (e-services) di sektor pemerintahan untuk memenuhi
kebutuhan publik yang bernilai tinggi tentunya membutuhkan sumber daya pendukung
seperti infrastruktur/fasilitas, sumber daya manusia, pendanaan, regulasi, dan lain-lain.

Peraturan Walikota Pekanbaru No 107 Tahun 2021 tentang Sistem Pelayanan Berbasis
Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa dalam rangka
pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberi
kemudahan bagi pengguna pelayanan, perlu dikembangkan sistem pelayanan administrasi
kependudukan berbasis elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru merupakan
salah satu lembaga pelaksana E-Government di wilayah Kota Pekanbaru yang memiliki fungsi
melayani masyarakat dalam penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan.

Salah satu penerapan E-Government di wilayah Kota Pekanbaru adalah melalui
Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU). Aplikasi LAGU merupakan singkatan dari Layanan
Tunggu, adalah inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa aplikasi yang
kegunaannya mendukung pelaksanaan sistem layanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, layanan ini dikhususkan kepada masyarakat yang ingin mengurus
permohonan penerbitan pencetakan KTP elektronik, yaitu KTP hilang, KTP rusak dan KTP
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berkebutuhan mendesak (urgent). Aplikasi LAGU menawarkan kemudahan dalam
pengurusan KTP sehingga lebih mudah dan cepat.

Aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2020 ini, dibentuk untuk meningkatkan
pelayanan dan mempermudah pelaksanaan sistem layanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil. Hal yang mendasari dibuatnya Aplikasi LAGU ini adalah karena keperluan
masyarakat Kota Pekanbaru untuk melakukan pencetakan e-KTP yang terus meningkat, serta
kendala yang sering ditemukan pada tahapan prosedur birokrasi yang berbelit, proses
pengurusan e-KTP memakan waktu yang lama mengakibatkan kurangnya efektivitas
pelayanan pada masyarakat, juga didorong dengan kondisi yang disebabkan oleh pandemi
Covid-19 pada tahun 2020 dimana sejumlah layanan tatap muka dibatasi sedangkan
masyarakat kota Pekanbaru juga memiliki kepentingan pengurusan e-KTP di Disdukcapil.

Sebelum adanya Aplikasi Layanan Tunggu, masyarakat Kota pekanbaru harus
melakukan perekaman e-KTP secara manual dengan mendatangi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Proses pengurusan e-KTP seringkali memakan waktu yang lama
dikarenakan prosedur birokrasi yang berbelit dan juga antrian yang panjang, belum lagi
adanya tindak pungutan liar (pungli) pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, Disdukcapil Kota Pekanbaru berupaya untuk meningkatkan layanan
agar masyarakat dapat melakukan pengajuan berkas kependudukan secara transparan, juga
terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga aplikasi LAGU ini bisa
memudahkan masyarakat serta meningkatkan jumlah kepemilikan e-KTP, serta memangkas
prosedur birokrasi yang sebelumnya berbelit dan memakan banyak waktu.

Per tanggal 20 Januari 2024, aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) sudah di download lebih
dari 50.000 pengguna. Jika dilihat dari feedback yang diberikan oleh pengguna pada laman
Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) di Google Play Store, banyak pengguna aplikasi yang
memberikan respon negatif terhadap aplikasi Layanan Tunggu (LAGU). Hal ini dibuktikan
dengan rendahnya rating dan banyaknya ulasan negatif yang ada di aplikasi ini jika dilihat
pada Google Play Store, dimana rating aplikasi ini hanya sebesar 2,7/5 dari total 545 ulasan.
Banyaknya komentar negatif yang menandakan aplikasi ini masih berjalan kurang maksimal,
tentu saja hal tersebut akan menjadi hal yang buruk ketika semakin banyak masyarakat
menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan observasi awal melalui review pengguna di platform Google Play Store,
beberapa pengguna/masyarakat mengeluhkan beberapa kendala seperti akses aplikasi yang
rumit, aplikasi yang sering error, slow response, tidak kompatibel dengan perangkat ios dan
masih bingung dengan penggunaan aplikasi tersebut. Setelah tiga tahun berjalan, dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan oleh
masyarakat/pengguna. Banyaknya kekurangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas dari
aplikasi tersebut masih butuh pengembangan, untuk mengetahui hal tersebut dibutuhkan
penilaian atas kualitas E-Government aplikasi Layanan Tunggu.

Tinjauan Pustaka
Menurut UNDP dalam (Indrajit, 2006) definisi E-Government sebagai berikut “E-Government

is the application of Information and Technology Communication (ICT) by government
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egencies (E-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen
pemerintah)”. Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa keuntungan dari sistem E-Government
merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sistem ini memberikan layanan
pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, mengurangi korupsi dan meningkatkan pendapatan dan/atau mengurangi
biaya. Keuntungan ini adalah beberapa alasan utama di balik penerapan E-Government di
negara-negara maju dan berkembang. Namun, pemerintah dan warga tidak bisa
mendapatkan keuntungan dari E-Government kecuali mereka merangkul dan mengadopsi
layanan ini.

Menurut (Indrajit, 2006) E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan
penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu
(kualitas) pelayanan. E-Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasiskan
elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.
Intinya E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan
hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

E-GovQual merupakan suatu metode untuk mengukur kualitas pelayanan E-Government
dalam bentuk skala yang berisikan beberapa dimensi. Kerangka E-GovQual sendiri didesain
oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012) sebagai metode penilaian yang komprehensif
meliputi penilaian terhadap informasi maupun pelayanan yang diberikan suatu aplikasi atau
website pemerintahan.

E-GovQual terdiri dari 6 dimensi, yaitu dimensi kemudahan penggunaan (ease of use), dimensi
kepercayaan (trust ), dimensi fungsionalitas lingkungan interaksi (functionality of the interaction
environment), dimensi keandalan (Reliability), dimensi isi dan tampilan informasi (Content and
Appearance of Information) dan dimensi pendukung (citizen support).

Berdasarkan kerangka konsep E-GovQual, terdapat 6 dimensi yang menilai sejauh mana
kualitas pelayanan E-Gov yang telah diberikan oleh aplikasi tersebut.

1. Ease of use (Kemudahan Penggunaan)

Dimensi kemudahan penggunaan dapat diartikan sebagai sejauh mana situs website atau
aplikasi tersebut dapat memberi kemudahan kepada pengguna (masyarakat) dalam
menggunakan layanan e-government yang diberikan. Terdapat empat indikator penilaian
dalam dimensi ini, yaitu struktur website, fungsi pencarian yang disesuaikan, alamat
website (URL) mudah diingat dan personalisasi informasi.

2. Trust (Kepercayaan)

Dimensi ini didefinisikan sebagai keyakinan pengguna (masyarakat) terhadap masalah
privasi dan kebocoran data dalam proses E-Service (Papadomichelaki dan Mentzas, 2012).
Terdapat empat indikator penilaian dalam dimensi ini, yaitu tidak berbagi informasi
pribadi, pengarsipan data pribadi yang aman, penggunaan data pribadi, dan adanya
persetujuan informasi.

3. Functionality of the interaction environment (Fungsi Lingkungan Interaksi)
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Dimensi fungsi interaksi dengan lingkungan web dan aplikasi merupakan bagian di mana
e-government, hal ini berhubungan langsung dengan bagaimana pengguna berinteraksi
dengan administrasi publik, di mana e-government dapat digunakan sebagai alat untuk
mengumpulkan informasi yang relevan. Dalam dimensi ini terdapat dua indikator
penilaian, yaitu penggunaan kembali informasi dan format respon.

4. Reliability (Keandalan)

Keandalan diartikan sebagai kepercayaan pengguna terhadap ketepatan layanan dari situs
atau aplikasi e-government yang digunakan. Keandalan mengacu pada kemampuan
untuk melakukan layanan yang dijanjikan secara akurat, konsisten dan tepat waktu
(Papadomichelaki dan Mentzas, 2012). Terdapat empat indikator penilaian dalam dimensi
ini, yaitu kemampuan melakukan layanan secara akuraat, layanan tepat pada waktunya,
ketersediaan situs, dan kecepatan layanan.

5. Content and Appearance of Information(Konten dan Tampilan)

Dimensi ini mengacu pada kualitas informasi pada website atau aplikasi yang berupa
desain, warna, gambar, dan ukuran halaman website. Konten dan penampilan dari suatu
web atau aplikasi merupakan hal yang secara langsung berinteraksi dengan pengguna, di
mana konten dan penampilan merepresentasikan info yang ingin dilihat oleh pengguna.
Terdapat delapan indikator penilaian dalam dimensi ini, yaitu kelengkapan data,
keakuratan dan konsistensi data, kesesuaian data, informasi yang diperbarui, kemudahan
pemahaman data, warna, grafis, animasi dan juga ukuran halaman web.

6. Citizen Support (Dukungan Masyarakat)

Dimensi ini mengacu pada bantuan yang diberikan pemerintah untuk membantu
masyarakat dalam mencari informasi. Bantuan yang diberikan dapat berupa pedoman
penggunaan web atau aplikasi, laman bantuan, fitur obrolan dengan customer service,
ataupun adanya frequently asked question di web atau aplikasi. Terdapat delapan indikator
penilaian dalam dimensi ini, yaitu halaman bantuan, adanya kontak informasi,
pertanyaan yang sering diajukan, pemecahan masalah, kecepatan membalas pertanyaan
pengguna, pengetahuan pegawai, perilaku pegawai dan kemampuan pegawai.

Metode

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, karena peneliti ingin menggambarkan
keadaan yang sebenarnya terjadi, berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan melalui
pengumpulan data dan menganalisa, sehingga dapat mengevaluasi dan mendapatkan hasil
dalam permasalahan penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan pada penilitian ini
adalah metode kuantitatif, peneliti berkeinginan mendapatkan data yang akurat sesuai
dengan fakta dilapangan yang dapat diukur dan dari data yang diperoleh peneliti dapat
melakukan analisis terhadap hipotesis dari penelitian ini sehingga hasil dari penelitian ini
akan teruji secara ilmiah dan empiric, dengan hasil akhir yang dapat dipertanggung jawabkan
kebenaranya.

Data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data
yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek
penelitian dilakukan. Data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi
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dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang ada dan
mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini adalah data pelengkap data
primer, yaitu sebagai data yang melengkapi data-data yang diperlukan dari data primer/data
utama.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan masing-masing indikator penelitian didapatkan rekapitulasi
dari penelitian E-Government Quality Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Aplikasi Layanan
Tunggu (LAGU) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Kategori Penilaian

No Indikator Jumlah
B CB KB
1. | Ease of use (kemudahan dalam 60 36 2 98
penggunaan) 61%) | (B7%) | (2%) | (100%)
2. | Trust (kepercayaan) 62 35 1 98

63%) | (36%) | (1%) | (100%)

3. Fun'cionality of the interaction 61 37 0 98
environtment (fungsionalitas
lingkungan interaksi)

62%) | (38%) | (0%) | (100%)

4. | Reliability (keandalan) 57 37 4 98
(58%) (38%) (4%) (100%)

5. | Content and appearance of information 58 39 1 98
(konten dan tampilan) (59%) (40%) (1%) (100%)

6. | Citizen support (dukungan masyarakat) 63 34 1 98
(64%) (35%) (1%) (100%)

Jumlah 361 218 9 594

Rata-rata 60 36 2 98
Persentase 61% 37% 2% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Peneliti, 2024

Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner bahwa rata-
rata jawaban responden “baik”.

Indikator Ease of Use (kemudahan dalam penggunaan) berada pada kategori “baik”.
Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
hendak mengurus penerbitan KTP-El yang hilang dan rusak, darimana saja dan kapan saja.
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Indikator Trust (kepercayaan) berada pada kategori “baik”. Aplikasi dari perusahaan
atau lembaga yang terkenal biasanya dianggap lebih dapat dipercaya. Reputasi positif
seringkali memberikan jaminan bahwa data pengguna akan dikelola dengan baik. Data-data
pribadi yang diberikan pemohon sebagai syarat mengurus KTP-El pada aplikasi Layanan
Tunggu (LAGU) yang dikelola oleh pemerintah, dalam pengelolaannya pemerintah menjaga
dengan baik data pribadi dari pengguna Layanan Tunggu.

Indikator Funcionality of the interaction environtment (fungsionalitas lingkungan
interaksi) berada pada kategori “baik”. Indikator ini mengukur seberapa efektif dan efisien
sistem dalam memungkinkan interaksi antara pengguna dan penyedia layanan.

Untuk indikator Reliability (keandalan) berada pada kategori “baik”. Indikator
reliability atau keandalan biasanya mengacu pada sejauh mana suatu alat, sistem, atau proses
dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang konsisten dan akurat dalam kondisi tertentu.

Indikator Content and appearance of information (konten dan tampilan) berada pada
kategori “baik”. Berarti informasi yang disajikan memenubhi standar kualitas tinggi dalam hal
isi dan penyajiannya. Informasi yang disajikan mencakup semua elemen yang diperlukan
untuk memahami kebutuhan pengguna dengan jelas. Konten lengkap dan informatif, akan
memudahkan pengguna dalam memahami isi dari aplikasi. Tampilan informasi dalam
aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) dirancang dengan baik sehingga mudah dibaca dan
dipahami.

Indikator Citizen support (dukungan masyarakat) berada pada kategori “baik”.
Masyarakat dapat melihat tata cara pengajuan melalui website dan media sosial Disdukcapil
Kota Pekanbaru. Dan juga tersedia kontak informasi yang berguna menjawab kendala dalam
pengajuan. Masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang mudah untuk
memberikan dukungan atau umpan balik. Pihak disdukcapil juga responsif terhadap
masukan dan kebutuhan masyarakat. Namun, di aplikasi LAGU belum tersedia halaman
FAQ. Halaman ini bertujuan untuk membantu pengguna memecahkan masalah atau
memahami cara menggunakan aplikasi dengan lebih cepat dan efektif.

Dari hasil analisa rekapitulasi keseluruhan hasil kuesioner, wawancara maupun
observasi dapat disimpulkan dan peneliti dapat mengambil jawaban pada penelitian ini
bahwa E-Government Quality Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikategorikan “Baik”. Hal ini dikarenakan beberapa
indikator yang digunakan dalam penelitian ini seperti ease of use (kemudahan dalam
penggunaan), trust (kepercayaan), funcionality of the interaction environtment (fungsionalitas
lingkungan interaksi), reliability (keandalan), content and appearance of information (konten dan
tampilan), dan citizen support (dukungan masyarakat) yang ada dalam proses e-government
quality pada aplikasi LAGU ini semuanya berada pada kategori baik.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai E-Government Quality
Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tersebut dikategorikan “baik” karena
masyarakat pengguna aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) merasa puas terhadap layanan
permohonan yang diberikan melalui aplikasi. Namun didalam aplikasi ini belum tersedia
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halaman FAQ, masih sering error dalam penggunaanya dan belum tersedia diseluruh
perangkat, hanya tersedia di perangkat android dan belum tersedia di ios.

Untuk mengetahui kesimpulan dari setiap indikator mengenai e-government quality
aplikasi Layanan Tunggu (Lagu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Ease of use (kemudahan dalam penggunaan) berada pada kategori “baik”.
Pada aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) ini belum tersedia fungsi pencarian, karena
aplikasi hanya memiliki dua layanan, sehingga desain tata letak menjadi sederhana.

2. Indikator Trust (kepercayaan) berada pada kategori “baik”. Data-data pribadi yang
telah diberikan pemohon sebagai syarat mengurus KTP-El pada Aplikasi Layanan
Tunggu (LAGU) yang dikelola oleh pemerintah, dalam pengelolaannya pemerintah
menjaga dengan baik data pribadi dari pengguna Layanan Tunggu.

3. Indikator Funcionality of the interaction environtment (fungsionalitas lingkungan
interaksi) berada pada kategori “baik”. Format respon layanan yang sedang diajukan
dapat dipantau melalui halaman aplikasi LAGU. Pemohon bisa melihat format respon
aplikasi karena terdapat timeline waktu dan tanggal kapan permohonan diajukan,
layanan yang dipilih, dan juga status pengajuan.

4. Untuk indikator Reliability (keandalan) berada pada kategori “baik”. Pelayanan yang
diberikan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terkait
pengurusan KTP-El yang hilang atau rusak sudah sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang ada. Kemampuan sistem aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) ini
belum tersedia diseluruh perangkat handphone, hanya tersedia di perangkat android
dan belum tersedia di ios.

5. Indikator Content and appearance of information (konten dan tampilan) berada pada
kategori “baik”. Untuk mengurus penerbitan KTP-El pemohon diharuskan
melampirkan data-data pribadi yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam
melakukan pengajuan permohonan. Tampilan pada aplikasi Layanan Tunggu (LAGU)
memiliki tampilan yang sederhana.

6. Indikator Citizen support (dukungan masyarakat) berada pada kategori “baik”.
Masyarakat dapat melihat tata cara pengajuan melalui website dan media sosial
Disdukcapil Kota Pekanbaru. Namun, di aplikasi LAGU belum tersedia halaman FAQ.
Halaman ini bertujuan untuk membantu pengguna memecahkan masalah atau
memahami cara menggunakan aplikasi dengan lebih cepat dan efektif.
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